
 52 

DAFTAR PUSTAKA 

BUKU 

Achmad Ali, 2007, Menguak Teori Hukum Legal theory Dan Teori peradilan Judicial 
prudence, Makassar: Kencana. 

Andi Hamzah, 2006, Hukum Acara Pidana di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika 

Anshoruddin, 2004, Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata, Bandung: Alumni. 

Bahtiar Effendie, et al., 1999, Surat Gugat Dan Hukum Pembuktian Dalam Perkara 
Perdat, Bandung: Citra Aditya Bakti 

Fajlurrahman jurdi, 2018, Pengantar Hukum Pemilihan Umum, Jakarta: 
Prenadamedia Group 

Fuady Munir, 2006, Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata), Bandung: 
PT.Citra Aditya bakti. 

G. Sorensen, 2003, Demokrasi dan Demokratisasi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 

Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, 2010, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, 
Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, Jakarta 

Irwansyah dan Ahsan Yunus, 2020, Penelitian Hukum Pilihan & Praktik Penulisan 
Artikel Edisi Revisi, Yogyakarta: Mirra Buana Media 

Mashudi, 1993, Pengertian-Pengertian Mendasar Tentang Kedudukan Hukum 
Pemilihan Umum di Indonesia Menurut UUD 1945, Bandung: Mandar Maju 

Maruarar Siahaan, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 
Sekretariat Jenderal.dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 
2006 

M. Agus Santoso, 2014, Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, 
Jakarta: Kencana 

Nurul Qamar, dan Farah Syah Rezah, 2020, Metode Penelitian Hukum: Doktrin dan 
Non-Doktrinal, Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGN), 

Sudikno Mertokusumo, 2002, Hukum Acara Perdata Indonesia, 
Yogyakarta: Liberty. 

Subekti, 2003, Kamus Hukum, Jakarta: Pradnya Paramita 

Suyanto, 2022, Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris 
dan Gabungan, Gresik: Unigres Press 

Sekretariat Jenderal dan kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010, Hukum Acara 
Mahkamah Konstitusi, Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan 
Mahkamah Konstitusi 



 53 

JURNAL 

Arif Prasetyo Wibowo, et al., 2022, Pemilihan Umum di Indonesia Dalam Perspektif 
Pancasila, Jurnal Kewarganegaraan, Volume 6 Nomor 2, Malang 

Bahder Johan Nasution, 2014, Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari 
Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern, Fakultas Hukum Universitas 
Jambi, Volume 3 Nomor 2. 

Haposan Siallagan, 2016. Penerapan Prinsip Negara Hukum di Indonesia. 

Volume 18 No. 2 

Inosentius Samsul, 2014, Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Pasca Putusan MK: 
Kewenangan Siapa, kajian singkat terhadap isu-isu terkini, 10 Mei, Vol. VI. 

Johansyah, 2019, Kedudukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Lembaga Negara 
Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Volume 17 Nomor 2, Fakultas 
Hukum Universitas Palembang, Palembang 

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2024, Berita Acara dan sertifikat 
rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon presiden 
dan wakil presiden di tingkat nasional pemilihan umum tahun 2024, Jakarta 
20 Maret, Lampiran I. 

Luqman Hakim, 2023, Kontradiksi Pembuktian Gugatan Sederhana Terhadap 
Putusan Niet Onvankelijk Verlaard Ditinjau Dalam Asas Actori Incumbit 
Onus Probatio (Studi Kasus Putusan PN Muara Bungo Nomor: 
26/PDT.G.S/2020/PN.MRB), Jurnal Hukum Lex Generalis. Volume 4 Nomor 
4. 

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2009, Membangun Konstitusionalitas 
Indonesia Membangun Budaya Sadar Berkonsitusi, Jurnal Konsitusi, 
Universitas Kenjuruan Malang, Malang, Volume II, Nomor 1 

Retno Widiastuti dan Ahmad Ilham, Pola Pembuktian dalam Putusan Pengujian 
Formil Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi, Jurnal Konstitusi, Volume 
18, Nomor 4, Desember 2021. 

Satya Arianto, et al., 2009, Membangun Konstitusi Indonesia Membangun Budaya 
Sadar Berkonstitusi, Jurnal Konstitusi, Volume 1 Nomor 1, Jakarta 

Sugianto, Bambang, 2013. “Analisis Yuridis Penerapan dan Bentuk-Bentuk Tindak 
Pidana Pemilu Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017” Journal of 
Law Volume 9 Nomor 3. 

Sunge dan Maisara, 2012, Beban Pembuktian dalam Perkara Perdata, Jurnal 
INOVASI, Volume 9 Nomor 2, Jakarta. 

Tri Suhendra Arbani, 2019, Pemenuhan Unsur Keadilan Dalam Pembuktian 
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pilpres Dengan Konsep Spedy Trial, 



 54 

Call For Paper Evaluasi Pemilu Serentak, Komisi Pemilihan Umum Electoral 
Research, Makassar. 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Undang 

Undang Dasar NRI Tahun 1945 

Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi 

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, 2023, Info Judicial Review 
(Resume Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang Yang Mengabulkan 
Permohonan Pemohon Untuk Sebagian Dalam Sidang Mahkamah 
Konstitusi), Pusat Pemantauan Pelaksaan Undang-Undang Badan Keahlian 
DPR RI 

WEBSITE 

https://www.kpu.go.id/page/read/1129/peserta-pemilu 

https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/glosarium-hukum/2193-actori-  

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Keadilan 

http://tesaurus.kemdikbud.go.id/tematis/lema/keadilan 

http://safaat.lecture.ub.ac.id/files/2011/12/keadilan.pdf 

http://www.kpu.go.id/page/read/1129/peserta-pemilu
https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/glosarium-hukum/2193-actori-
http://tesaurus.kemdikbud.go.id/tematis/lema/keadilan
http://safaat.lecture.ub.ac.id/files/2011/12/keadilan.pdf

	DAFTAR PUSTAKA

